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BAB XI 

PENUTUP 

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2012-2017 ini merupakan arah dan target kinerja 

pembangunan yang akan dicapai lima tahun mendatang. Dokumen ini disusun 

mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Nomor 

13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 serta 

memperhatikan Rancangan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2032. Selain itu juga memperhatikan asas 

kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam 

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2007 

tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2012 dan 

rekomendasi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap LKPJ Akhir Masa 

Jabatan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2012. 

RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 merupakan tahap 

kedua dari pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 

2005-2025 dengan fokus pada Pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup. Visi 

Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 adalah: 

“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, 

Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui 

pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan”.  

Untuk pencapaian visi tersebut, dilaksanakan melalui 5 (lima) misi, yaitu  

1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang ditandai dengan perwujudan 

kondisi ekonomi Kepulauan Bangka Belitung yang kompetitif dengan 

memanfaatkan keunggulan komparatif berbasis agro-bahari di perkotaan dan 

perdesaan. 
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 melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan 

sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan/kecamatan/ 

kabupaten/ kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi mewujudkan 

keseimbangan pembangunan antarwilayah dan antarsektoral. 

2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan 

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ditandai dengan perwujudan kondisi 

manusia Kepulauan Bangka Belitung yang agamis, berahlak mulia, sehat, cerdas, 

bermoral, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi.  

 melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan 

desa dan kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas 

kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata 

ruang yang ditandai dengan perwujudan kondisi lingkungan Kepulauan Bangka 

Belitung yang menjamin pembangunan berkelanjutan.  

 melalui keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemanfaatan 

SDA pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan upaya rehabilitasi, 

reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan 

produktif. 

 melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan peruntukannya 

dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan 

bersinergi. 

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan 

mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh ditandai dengan 

perwujudan kondisi infrastruktur Kepulauan Bangka Belitung yang siap 

mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi.  

 melalui peningkatan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi 

daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan 

global.  

5. Mewujudkan good governance dalam rangka mencapai clean 

government  ditandai dengan perwujudan kondisi pemerintahan Kepulauan 

Bangka Belitung yang dapat diandalkan untuk mengawal pembangunan. 
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 melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan 

penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas 

bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung. 

Keberhasilan implementasi pelaksanaan RPJMD, sangat tergantung dari 

kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama antara Pemerintah, 

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintahan Kabupaten dan 

Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta pemangku kepentingan di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu Tahun 2012-2017. 

 

GUBERNUR  

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 

 

 

H. EKO MAULANA ALI 


